
TUJUAN I

TUJUAN II

SASARAN II

Tersedianya Lembaga Layanan Kualitas 
Hidup Anak                                                      
IK I:Frekuensi Pengembangan Lembaga 
Layanan Kualitas hidup anak

SASARAN SUB KEGIATAN

Meningkatkan Pengembangan Lembaga 
Layanan Kualitas Hidup anak                                                                 

                                      IK I:Jumlah 
Dokumen Hasil Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan 
Kualitas Hidup Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota

MENINGKATNYA AKSES, PARTISIPASI, MAMFAAT DAN KONTROL 
PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN                                                                          
                      IK I:PERSENTASE PENGELOLAAN DATA GENDER DAN 
ANAK                                                                                IK 
II:KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Terpenuhinya PHA anak yang ditingkatkan                                            
                   IK I:Jumlah PHA yang ditingkatkan

SASARAN SUB KEGIATAN

Terlaksananya    Koordinasi    dan  Sinkronisasi 
Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan 
Kabupaten/Kota                                                                    
IK I: Jumlah  Dokumen  Hasil  Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Tersedianya Data Terpilah Gender dan Anak                               
 IK I:Jumlah dokumen data gender dan anak     

SASARAN SUB KEGIATAN

Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota                                                                             
                                                            IK I: Jumlah   Dokumen  
Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia

SASARAN I

Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial  (PPKS )                                                                                 

                       IK I: Persentase Pemerlu Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan 

Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                           
          IK II:Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan 

Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Sesuai 
SPM dan Meningkatkan Keberfungsian Sosialnya                                                                                   

                                                              IK III: Persentase 
Pemenuhan Korban Bencana Sesuai Standar Pelayanan 

Minimal ( SPM) 

Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial  (PPKS )                                                                                    
                                              IK I: Persentase Peningkatan Pemberdayaan Potensi dan Sumber 
kesejahteraan sosial dalam Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial                                           

1.Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak 
Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota                                 
                       2.Terlaksananya   Rujukan   
Anak-Anak   Terlantar Kewenangan 
Kabupaten/Kota                3.Terlaksananya  
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan 
Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan 
Kabupaten/Kota                                         IK I: 
Jumlah  Anak-Anak  Terlantar   yang  
Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota                              
                        IK II: Jumlah  Anak-Anak 
Terlantar yang  Mendapat Rujukan 
Kewenangan Kabupaten/Kota                                           
                   IK III: Jumlah   Anak Terlantar 
yang Terpantau  dan Terpelihara Kewenang

1.Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin 
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                
2.Terlaksananya    Pengentasan    Keluarga    
Fakir
Miskin Kabupaten/Kota           
3.Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM) yang  Mendapatkan  Bantuan  Sosial 
Kesejahteraan Keluarga  Kewenangan
Kabupaten/Kota                         
4.Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan 
Bantuan Pengembangan  Ekonomi 
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                          
                                    IK I: Jumlah Fakir 
Miskin Cakupan  Daerah Kabupaten/Kota 
yang Didata                                             IK II: 
Jumlah Keluarga yang Mendapatkan 
Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota                              
                           IK III: Jumlah keluarga 
penerima mamfaat (KPM) yang 
mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan 
keluarga kewenangan kabupaten/kota                              
                     IK IV : Jumlah  Orang 
Mendapatkan  Bantuan Pengembangan   
Ekonomi  Masyarakat Kewenangan 

1.Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan 
Permakanan 3x1 Hari dalam Masa 
Tanggap Darurat (Pengungsian) 
Kewenangan Kabupaten/Kota                   
2.Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan 
Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang 
Tersedia pada Masa Tanggap Darurat 
(Pengungsian) dan Pasca Bencana 
Kewenangan Kabupaten/Kota  
3.Tersedianya  Tempat  Pengungsian  
Kewenangan Kabupaten/Kota                                       
                 4. Terpenuhinya  Pelayanan  
Dukungan  Psikososial bagi Korban  
Bencana  Kewenangan Kabupaten/Kota                                       
                                 IK I:Jumlah Orang 
yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari 
dalam Masa Tanggap Darurat 
(Pengungsian) Kewenangan 
Kabupaten/Kota             IK II: Jumlah 
Orang yang Mendapatkan Pakaian dan 
Kelengkapan Lainnya  yang Tersedia  
pada Masa Tanggap Darurat 
(Pengungsian) dan Pasca Bencana 
Kewenangan Kabupaten/Kota                      
  IK III:Jumlah  Tempat  Pengungsian     
Kewenangan Kabupaten/Kota                     
 IK IV: Jumlah Korban Bencana yang 
Mendapatkan Layanan  Dukungan 
Psikososial  Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial  (PPKS )                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                              

IK 1: PERSENTASE PENINGKATAN PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ( PPKS )
MENINGKATNYA AKSES, PARTISIPASI, MAMFAAT DAN KONTROL PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            
IK 1:  PERSENTASE PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM LEMBAGA PEMERINTAH

MENINGKATNYA AKSES, PARTISIPASI, MAMFAAT DAN 
KONTROL PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN                                                         
                                  IK I: PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN 
KEKERASAN DAN TPPO YANG MENDAPATKAN PELAYANAN 
KOMPEREHENSIF                                                                  IK 
II:INDEKS PEMBANGUNAN GENDER ( IPG )

SASARAN SUB KEGIATAN

Tersedianya Kebutuhan Dasar Korban 
Bencana Alam dan Sosial                                                  

                    IK I: Persentase Korban 
Bencana Alam dan Bencana Sosial yang 

mendapatkan Perlindungan Sosial 

SASARAN SUB KEGIATAN

Terpelihara nya  Anak-Anak Terlantar dan 
Tersedianya Data Base Kemiskinan                                                 
                              IK I:  Persentase Anak-
Anak Terlantar yang terpelihara                                                           
                                     IK II: Persentase 
Update Data Base Kemiskinan 

1.Jumlah Lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten yang 
melaksanakan Pengarusutamaan Gender ( PUG )                                                                      
                                              2. Jumlah Partisipasi Perempuan 
Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                                                       
                                     IK I: Persentase lembaga pemerintah 
kewenangan Kabupaten yang melaksanakan 
Pengarusutamaan Gender ( PUG )                                                                                                  
                                                   IK II:Persentase Partisipasi 
Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 

Tersedianya Kebutuhan Dasar Penyandang disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta 
Gelandangan dan Pengemis                                                                     
                     IK I:  Persentase Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjuta Usia Terlantar serta 
Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang 
terpenuhi kebutuhan dasar         

SASARAN SUB KEGIANTAN

1. Tersedianya Layanan Rujukan bagi perempuan korban kekerasan 
kewenangan Kabupaten/Kota                                                               2. 
Terlaksananya pengembangan dan penguatan sumber daya pengelola serta 
penyedia layanan perlindungan khusus perempuan pada lembaga penyedia 
layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota                                                                              
                                                  IK I:Persentase pemberian layanan rujukan 
lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                      
                                                                                IK II:Persentase 
pengembangan dan penguatan sumber daya pengelola serta penyedia 
layanan perlindungan khusus perempuan pada lembaga penyedia layanan 
perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota 

SASARAN SUB KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN

1.Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 
Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk 
Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) 
2.Terlaksananya  Sosialisasi   Peningkatan Partisipasi 
Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan  Ekonomi 
Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                    
            IK I: Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti 
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan 
Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan 
Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan 
Kabupaten/Kota                                             IK II:Jumlah 
Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi 
Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 
Kewenangan kabupaten/Kota

1. Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat
bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota. 2.Tersedianya 
Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan 
Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi                                                                                                    
                                                                       3.Terlaksananya Advokasi Kebijakan 
dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan 
Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                     
IK I:Jumlah  Perempuan  Korban  Kekerasan  Tingkat Kabupaten/Kota   yang   
Mendapatkan   Layanan Pengaduan                                                                           
  IK II: Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan 
Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan   Korban  Kekerasan  
Kewenangan Kabupaten/Kota                                                            IK III:  
Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan 
Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

CASCADING DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN

Terlaksananya Pemberdayaan Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT)                                              IK 
I: Persentase Warga KAT yang Meningkat Kualitas hidupnya

SASARAN SUB KEGIATAN

1.Terpenuhinya  Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan 
Kabupaten/Kota                                                                                                       2.Terpenuhinya 
Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya  Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                       
                                                                                                                    IK I:1.Jumlah  Keluarga  pada  
KAT  yang  Mendapatkan Fasilitas    Pemberdayaan    Sosial    Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                     
                                                                                          IK II:Jumlah Keluarga pada KAT yang 
Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota

1.Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan 
Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi 
Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                             
                               2.Jumlah   Orang   yang   Menerima   
Pakaian   dan Kelengkapan  Lainnya  yang  Tersedia  
dalam  1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota                                          
                        3.Jumlah  Orang  yang  Mendapatkan  
Alat  Bantu dan   Alat Bantu Peraga Sesuai   kebutuhan 
Kewenangan Kabupaten/Kota 4.Jumlah  Orang  yang  
Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi  Keluarga 
Kewenangan Kabupaten/Kota                                                          
             5.Jumlah Peserta Bimbingan  Fisik,  Mental, 
Spiritual dan Sosial  Kewenangan Kabupaten/Kota                                                     
                                          6.Jumlah Peserta Bimbingan 
Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta 
Gelandangan      Pengemis dan Masyarakat 
Kewenangan Kabupaten/Kota              7.Jumlah Orang 
yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk 
Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu 
Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas 
Kewenangan Kabupaten/Kota                                                    
       8.Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke 
Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan 
Kabupaten/Kota 9.Jumlah Orang yang Mendapatkan 
Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan 
Kabupaten/Kota                                                   
10.Jumlah Orang yang Mendapatkan   Pelayanan 
Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota.                                                    
                              11.Jumlah Orang yang Mendapatkan   
Pelayanan Penelusuran Keluarga    Kewenangan 
Kabupaten/Kota                                                             
12.Jumlah Orang Mendapatkan Layanan  Rujukan 
Kewenangan Kabupaten/Kota         IK I: Terpenuhinya 
Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan 
Standar Gizi  Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota.                                                   
                                                IK II: Tersedianya  Pakaian  
 dan  Kelengkapan  Lainnya dalam 1 Tahun 
Kewenangan Kabupaten/Kota.                     IK 
III:Terpenuhinya   Orang   yang   Mendapatkan   Alat 
Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai 
KebutuhanKewenangan Kabupaten/Kota.                                            
                      IK IV: Terpenuhinya Orang yang 
Mendapatkan Pelayanan   Reunifikasi Keluarga 
Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                     

Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial                                                                                            
          IK: PERSENTASE PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MEMPEROLEH  

BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR           

MENINGKATNYA KAPABILITAS DAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN
IK 1 : INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER ( IDG )



1. Memperbaiki pola Hidup Suku Anak dalam 
2. Perlunya Pemberdayaan Suku Anak dalam 
3. Melakukan Pembinaan Suku Anak Dalam

Faktor Pengungkit:
1. Masih Tingginya Angka Kemiskinan Di Kabupaten Merangin

3. Masih tinggi Intensitas Terjadi Bencana Sosial dan bencana Alam di Kabupaten Merangin
4. Memperbaiki Data Base kemiskinan melalui SIK-NG

Ekonomi  Masyarakat Kewenangan 
Kabupaten/Kota

2. Masih Tingginya Angka Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjuta Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti 
Sosial yang Belum terpenuhi kebutuhan dasar        

Faktor Pengungkit :

Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                     
                           IK V : Jumlah Peserta Bimbingan  Fisik,  
 Mental, Spiritual dan Sosial  Kewenangan 
Kabupaten/Kota                                             IK VI : 
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada 
Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta  Gelandangan  
Pengemis  dan  Masyarakat Kewenangan 
Kabupaten/Kota.           IK VII : Terpenuhinya Orang 
yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk 
Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan 
Kartu Identitas Anak bagi Penyandang  Disabilitas 
Kewenangan Kabupaten/Kota.   IK VIII: Terpenuhinya 
Orang yang  Mendapatkan  Akses ke Layanan 
Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan 
Kabupaten/Kota.                     IK IX: Terlaksananya   
Pemberian   Layanan   Data   dan Pengaduan 
Kewenangan Kabupaten/Kota                                               
     IK X: Terlaksananya  Pemberian  Layanan  
Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota  IK XI: 
Terpenuhinya  Orang yang  Mendapatkan Pelayanan 
Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                         
                                      IK XII: Terlaksananya Pemberian 
Layanan  Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 


